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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA ‘

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ‘

DAN

KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
NOMOR : 103./H.M.02.03/K.YO/09/2025
NOMOR : 491/1200-A/PK/IX/2025

TENTANG

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan September tahun Dua Ribu Dua

Puluh Lima, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. MOHAMMAD
NAJIB, M.Si

2. GKR MANGKUBUMI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 49,
Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah
Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Kwartir Daerah Gerakan
Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
berkedudukan di Kompleks Bumi Perkemahan
Taman Tunas Wiguna, Babarsari, Tambakbayan,
Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kablipaten
Sleman selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA ?IHAK

dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal

sebagai berikut : ‘

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di
seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta; ‘

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi yang menyelenggarakan
pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Prﬁimuka
agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa
patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangq‘a dan
memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjag: dan
membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Paniasila,
serta melestarikan lingkungan hidup; dan ‘

c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenanganan tersebut pada huruf a dan
huruf b, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepak‘}aman
Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan
dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan ketcrl}batan

masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan s#zbagaj

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Le baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta_hun‘ 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No!mor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penfganti Undang-Uﬁdang
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Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Len'|1baran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Jengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tl:ntang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pen?ilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ?‘ahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, P‘iungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provi_ngi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lerq{baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun‘ 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahuni 2022
tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 te‘rntang
Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
72);

8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 te:ntang
Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihian Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan dmum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ?71);
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9. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/ Munasr/ 2023
tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007
tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka;

11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 Tahun 2007

tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah
Gerakan Pramuka; dan

12. Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nor#or 03
Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

. |
(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan

pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan
dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Penga{vasan
Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis,| dan

perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan

Umum melalui Gerakan Pramuka;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berdasarkan pada nilai-nilai
kepramukaan;
c. Pemberian dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih,} dan

penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran, dan

sengketa Pemilu;
d. Pembentukan wadah pembinaan pengawasan partisipatif bagi Gerakan

Pramuka melalui Satuan Karya Pramuka; dan
] 4
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|
e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjané tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK,

BAB III ‘
PELAKSANAAN i
Pasal 3 |

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkani itikad
baik PARA PIHAK;

(2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yané akan
dituangkan dalam bentuk kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak|dapat
dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;

(3) Dalam melaksanakan kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK
dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk; dan

(4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja
sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan

mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4
PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan

|
Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BABV ‘
PEMBIAYAAN
Pasal 5
(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetépka_n

oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan |
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(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas
tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkarli Nota
Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai d‘engan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI |
JANGKA WAKTU |

Pasal 6
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat
diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK;,
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis

kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota
Kesepahaman ini berakhir; dan ‘
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tlrtulis
kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepa ‘

BAB VII .
ADENDUM ‘
Pasal 7 |

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota

aman

Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari‘ Nota
Kesepahaman ini; dan ‘

(2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK s‘ecara

|
musyawarah untuk mufakat. |

)

PIH/? I Pn’gx II

https://jdih.bawaslu.go.id/ "Bawaslu D.. Yogyakarta



ASUS
Typewritten text
https://jdih.bawaslu.go.id/

ASUS
Typewritten text
Bawaslu D.I. Yogyakarta


BAB VIII
KORESPONDENSI |
Pasal 8 |
(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK
menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung siebagai
berikut: |

a. PIHAK KESATU |

Nama : Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 49, Kemantren Mantn'jeron!, Kota
Yogyakarta

Telepon : 08113831305 ‘

Email : set.diy@bawaslu.go.id ‘

b. PIHAK KEDUA

Nama : drh. Sri Budoyo

Jabatan : Sekretaris 1 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Diaerah
Istimewa Yogyakarta i

Alamat : Kompleks Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna,

Telepon : 0274-485753 ‘
Email : kwarda_diy@yahoo.com/ sekretariat@pramukadiynrid

Babarsari, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana djmgksud
pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkew%jiban
untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat

3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan

perubahan atas Nota Kesepahaman ini. |
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BAB IX ‘

KETENTUAN PENUTUP |

Pasal 9 i
(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing—rr;lasing
bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh
PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan

mengikat; |

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangam: oleh
PARA PIHAK. '
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